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ABSTRAK
Keterkaitan tanah dengan adat istiadat dapat dilihat dalam sistem perkawianan dalam masyarakat
suku Bugis-Makassar. Salah satu syarat dalam perkawinan suku Bugis-Makassar adanya mahar, mahar
yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada perenmpuan dalam bentuk tanah. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui sejauh mana pemahaman ,dan implementasi hak-hak perempuan atas tanah pemberian serta
bagaimana kebijakan pemerintah tentang tanah pemberian ini.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif ber-perspektif
perempuan. Penggunaan metode kualitatif dimaksudkan untuk mengungkapkan pengalaman dan
permasalahan perempuan yang menerima tanah pada waktu menikah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan dalam perkawianan suiku Bugis-Makassar sudah
memahami sejak awal yaitu pada proses pelamaran bahwa ia akan menerima tanah sebagai mahar dalam
perkawinannya. Terdapat tiga pola dalam pemelikan perempuan atas tanah yaitu : pemilikan tanah
pemberian secara penuh, maksudnya memiliki sertifikat dan menikmati hasilnya, pemelikan tanah hanya
sebahagian, artinya tidak memuiliki sertifikat tetapi menikmati hasilnya dan pemilikan tanah hanya sebagai
simbol, maksudnya tidak memiliki sertifikat dan tidak menikmati hasilnya. Perempuan sebagai pemilik
tanah atas pemberian yang ditetrimanya pada swaktu menikah belum terlindungi oleh hukum dalam hal ini
Undang-undang pokok Agraria, karena untuk mendaftarkan tanah tersebut masih diperlukan surat
keterangan hibah dari pihak laki-laki sebagai pemberi kepada perempuan.
Kata kunci : Hak pemilikan atas tanah dan mahar perkawinan.
